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ABSTRAK

Abstrak:Ujaran kebencian hate speech adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau
kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam
hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit,etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama,
dan lain-lain. ujaran kebencian hate speech merupakan pembatasan akan kebebasan berpendapat yang dijamin
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun i1945 (Undang-Undang Dasar 1945).
Bagaimana pengaturan tindak pidana bagi pelaku ujaran kebencian melalui media sosial menurut Undang-
Undang dan Bagaimana tanggung jawab pidana bagi pelaku ujaran kebencian memalui media sosial menurut
Undang-Undang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Jenis penelitian normatif tersebut akan
menelaah secara mendalam terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan
pendapat ahli hukum serta memandang hukum secara komprehensif, artinya hukum bukan saja sebagai
seperangkat kaidah yang bersifat normatif. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
kualitatif. Bahan hukum primer Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP, Undang-Undang Infomasi Dan Transaksi Elektronik Nomor 11
Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016,Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008. Bahan hukum sekunder tanggung jawab pidana bagi
pelaku ujaran kebencian melalui media sosial. Hasil penelitian/pembahasan berdasarkan analisa kualitatif yang
telah disimpulkan hal-hal berikut : asas lex specialis derograt legi generali mengacu pada ketentuan pasal 28
ayat (2) Jo. Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Sebagaimana Telah Diubah Dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jadi untuk menentukan pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku
tindak pidana ujaran kebencian di media sosial harus mengacu kepada undang-undang yang bersifat khusus.

Kata Kunci: Pengaturan Hukum, Tindak Pidana Ujaran Kebencian

ABSTRACT

Abstract:Hate speech is an act of communication conducted by an individual or a group in the form of
provocation, incitement, or insult towards another individual or group in terms of various aspects such as race,
skin color, ethnic, gender, disability, sexual orientation, nationality, religion, etc. Hate speech is a freedom of
speech limitation guaranteed in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. How the arrangement of the
criminal responsibility for the hate speech offenders according to the constitution and how the criminal offense
responsibility for the hate speech offenders through social media according to the constitution. This research used
the normative research type. The normative research type will review the legal principles, the laws and regulation,
the jurisprudence, and the legal expert opinion in depth, also view the law comprehensively, which means the law
is not only as a normative set of rules. The analysis used in this research is the qualitative method. The primary
legal materials are the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the 1946 Regulations Number 1 regarding
KUHP, the 2008 Regulations on Information and Electronical Transaction Number 11 regarding information and
electronic transaction which has been changed to the 2016 Regulations Number 19, the 2008 Regulations Number
40. The secondary legal materials of the criminal responsibility for the hate speech offenders through social
media. The research/discussion results based on the qualitative analysis, which has been concluded as follows:
the principle of lex specialis derograt legi generali referring to the provisions of article 28 paragraph (2), the
provisions of article 45A paragraph (2) of the 2008 Regulations Number 11, which has been changed to the 2016
Regulations Number 19, resulting in determining the criminal responsibility for the hate speech offenders in social
media must refer to the specific regulations.
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PENDAHULUAN

Ujaran kebencian “hate speech” adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau
kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal
berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-
lain. Ujaran kebencian (hate speech) merupakan pembatasan akan kebebasan berpendapat yang dijamin dalam
Pasal 28E Ayat (3) berbunyi “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan dan
tulisan dan sebagainya ditetapkan” Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-
Undang Dasar 1945). Saat ini setidaknya ada tiga undang-undang berbeda yang mengatur perbuatan ujaran
kebencian sebagai tindak pidana. Ketiga undang-undang tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2016 (Undang-Undang Informasi Telekomunikasi Elektronik ) dan
Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Undang-Undang
Penghapusan Diskriminasi).

Bagi negara demokrasi seperti Indonesia sensor atas kebebasan berpendapat dilarang, oleh karenanya
larang bagi ujaran kebencian diatur dalam hukum pidana. Akan tetapi karena tidak ada pembahasan lebih lanjut
mengenai apa yang dimaksud sebagai ujaran kebencian sehingga membuat ketidakjelasan dalam lingkup dari
perbuatan yang dikategorikan sebagai ujaran kebencian. Saat ini di Indonesia sendiri marak terjadi ujaran
kebencian melalui media sosial, hal ini berkaitan dengan pola komunikasi.

Pada dasarnya, dalam proses komunikasi wajib menggunakan etika komunikasi dengan baik dan benar.
Begitupun dalam hal menyebarkan informasi, harus sesuai dengan fakta, tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurang-
kurangkan dan tidak diputarbalikkan dari fakta sebenarnya. Istilah fairness dalam ilmu komunikasi khususnya
yang menyangkut dengan komunikasi massa meliputi beberapa aspek etis. Misalnya menerapkan etika kejujuran
atau obyektivitas berdasarkan fakta, berlaku adil atau tidak memihak dengan menulis berita secara seimbang serta
menerapkan etika kepautan dan kewajaran.?

Secara global, terdapat Perbuatan atau kejahatan yang perlu mendapatkan perhatian serius pada saat ini
yaitu Ujaran Kebencian (Hate Speech), Ujaran Kebencian (Hate Speech)sendiri adalah “Tindakan komunikasi
yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada
individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi
seksual kewarganegaraan, agama dan lain-lain.3

METODE

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisa bahan hukum
primer Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946
Tentang KUHP, Undang-Undang Infomasi Dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi
dan transaksi elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016,Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2008. Bahan hukum sekunder tanggung jawab pidana bagi pelaku ujaran kebencian melalui
media sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian/pembahasan berdasarkan analisa kualitatif yang dapat disimpulkan sebagai berikut : asas
lex specialis derograt legi generali mengacu pada ketentuan pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A Ayat (2) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jadi
untuk menentukan pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian di media sosial

harus mengacu kepada undang-undang yang bersifat khusus. Hasil analisa disajikan pada tabel 1.
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Tabel 1. Hasil Analisis Yuridis Tentang Tanggung Jawab Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian

Komponen Komponen

Ketentuan  Peraturan  Perundang- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) Pasal 156, 1564,
undangan yang Mengatur 157
Pertanggungjawaban Pidana terhadap b. Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19
Tindak Pidana Ujaran Kebencian Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
c. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang
Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Tanggung jawab pidana bagi pelaku Berdasarkan asas lex speacialis derograt legi generali pertanggung

ujaran kebencian jawaban tindak pidana ujaran kebencian mengaju pada ketentuan pasal
28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik berupa pidana
penjara maksimal 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

a. Pasal 156 ,156a, 157

b. Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20008 tentang
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

c. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang
Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Analisa yuridis tentang tanggung jawab pidana bagi pelaku ujaran kebencian

PENUTUP

Adapun kesimpulan dari hasil analisa adalah adanya beberapa ketentuan peraturan perundang- undangan
yang mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana ujaran kebencian yaitu, a) Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana ( KUHP ) Pasal 156, 156a, 157, b) Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ¢) Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, adanya tanggung jawab pidana bagi pelaku ujaran
kebencian yaitu, a) Pasal 156,156a,157, b) Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20008 tentang
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ¢) Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang
Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
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